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KABUPATEN ACEH TENGGARA
BUPATI ACEH TENGGARA,

bahwa calam rangka optimalisasi pelaksanaan
penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah serta menjaga
kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan
perlu dilakukan pendelegasian kewenangan perizinan;

bahwa berdasarkan ketentuan FPasal 5 ayat (1) Peraturan
Pemerinteh Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan
Kewenangan Pemerintah Daerah  Kabupaten dalam
peyelenggaraar perizinan berusaha di  Daerah kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten;

bahwa Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 31 Tahun
2018 tentany Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Perizinan dan Nonperizinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Kabupaten Aceh Tenggara tidak sesuai dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan sehinga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupat tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tenggara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3034);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4286), sebay iman~ telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi peraturan perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112 Tambakan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038&)
5. Undang-Uadangz Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tainbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Feraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021 tentang
Penyclenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negura Republik Indonesia Nomor
6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggarear. Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

9., Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanar Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik In1on~sia T~hun 2014 Nomor 221);




s

12.

13.

14.

1.5,

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penayeleriggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1956);

Peraturan Meuteri Dalam Neger1  Republik Indonesia Nomior
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor £85);

Qanun Kabtupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahnun 2017
teatang Susuran Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perangkat
Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor Ol Tahun
2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh
Tenggara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Tenggara;

P-raturan Bupati Aceh Kabupaten Tenggara Nomor 17 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintv (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 17});

Peraturan Bupati Aceh Kabupaten Tenggara Nomor 31 Tahun
2018 tentang tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Moclal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh
Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun
2018 Nomeor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TENGGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olch
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadikewenangan daerali otonom.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Pemerintah Daerah vang
menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu.

Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kabupatcn Aceh Tenggara.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap penyelaszian produk pelayanan melalui satu
pintu.

Izin adalah perizinan berusaha berupa persetujuan pemerintah untuk
melakukan kegiatan usaha.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risike dan nonperizinan adalah
kegiatan perizinan dan nonperizinan yang prosesnya dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu
dalam satu pintu atau satu tempat.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk
memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pclayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu
satu pintu.

Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau
kombinasi kemungiinandan akibat bahaya.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan
tingkat risiko kegiatan usaha.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single
Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha
yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri pimpinan
Lembaga, gubernur, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem
elektronik yang terintegrasi.

Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.
Nonperizinan adalah pemberien dokumen atau bukti legalitas atas sahnya
sesuatu kepada seseorang atau seckelompok orang dalam kemudahan
pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI
adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang '




menghasilkan produk/output baik berupa baraag maupun jasa, berdasarkan
lapangan usaha/BidangUsaha yeng digunakan sebagai acuan standar dan alat
koordinasi, integrasi, serta sinkronisasipenyelenggaraan sta tistik.

18. Pendelegasian Wewenang adaah penyerahan tugas, hak , kewajiban dan
pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk
penandatanganannya kepada penerima delegasi.

19. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih tinggikepada Badan dan,atau Pejabat Pemerintahan
yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggunggugat beralih
sepenuhnya kepada penerima delegasi.

20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adaleh
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan,
dimana dan siapa dilakukan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

penyelenggaraan pelayanan perizinan can nonperizinan yang menjadi kewenangan

Kabupaten aceh Tenggara yang didelegasikan kepada DPMPTSP sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang dapat
dipertanggungjawaban;

b. DPMPTSP mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha secara
cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggarasn
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan.

c. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewsjiban penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, Periziran Mon Berusaha dan Nonperizinan termasuk
penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan

d. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMP2TSP Kabupaten Aceh
Tenggara dalam penyelenggaraan Perizinen Berusaha Berbasis Risiko dan
Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.

BAB 11
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
3ERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN

Pasal 4
(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Bupat!.
(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang
penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMP2TSP Kabupaten Acelb
Tenggara yang meliputi: 'k‘




(3)

(4)
(5)

(6)

(1

(2

—_—

(3)

perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI;

a.
b. perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha (UMKU);
c.  perizinan Non berusaha Non KBLI; dan

d. Nonperizinan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, melalui sistemm O3S yang dikelola olch Pemerintah Pusat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Perizinan Berusahe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
merupakan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Perizinan Non Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢, merupakan peizinan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan diluar Perizinun Berusaha Berbasis Risiko.

Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufd, merupakan layanan
yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Aceh Tenggara dan dapat melalui
sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dar/atau Pemerintah kabupaten
sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Kisiko dan Nonperizinan
yang didelegasikan  kepada DPMPTSP Kabupaten  Aceh Tenggara
sebagaimana dimaksud dalam Paszl 4, secara rinci tercantum dalam Lempiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

DPMPTSP Kabupaten Aceh Tenggara menyelenggarakan Perizinan  Berusaha
sebagaimana diinaksud dalam Fasal 4 pada ayat (1) pada:

sektor kelautan dan perikaran,

sektor pertanian:

sektor lingkungan hidup dan kehutanan;

sektor perindustrian;

sektor perdagangan;

sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

sektor transportasi;

sektor kesehatan, obat dan makaran;

sektor pendidikan dan kebudayaan;

sektor pariwisata,

sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, sistem dan transaksi elektronik; dan

. sektor ketenagakerjaail.

DPMPTSP Kabupaten Aceh Tenggara menyelenggarakan Nonperizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) pada:

a. sektor kelautan dan perikanan;

b. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;

sektor energi dan sumber daya mineral;

sektor pekerjaan umuin dan perumahan rakyat;

sektor transportasi;

sektor kesehatan, obat dan makanan;

sekto pendidikan;

sektor kebudayaan;

sektor sosial;
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j. sektor pemuda dan olahraga; dan
k. sektor kesatuan banysa dan politik.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan  Berusaha Berbasis  Risiko dan
Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPMPTSP berkoordinasi

dengan QPD terkait.

BAB III
KEWAJIBAN

Pasal 7

Da_lag%ﬁé"qﬁlaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Kepala Dinas berkewajiban untuk:

a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
Perizinan Non Bertsaha dan Nonperizinan kepada masyarakat;

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait
dengan Perizinan 3erusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan
Nonperizinan yang baik yang pada saat dan pascaditerbitkan;

c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing- masing Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan ser:a memproses penetapannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; cdan

d. melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan secara berkala dan/atau
secara insidentil kepadaBupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah
yang terkait.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Seluruh Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang sudah diterbitkan sebelum
diundangkan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengen
berakhirnya masa berlakunya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
perizinan Berusaha, perizinan Non berusaha dan Non Berusaha lerintegrasi secara
Elektronik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 31, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.




Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tariggaldiundangkan. -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh

Tenggara.

Ditetapkan cli : Kutacane
Pada tangga' : Februari 2024

% Pj.BUPATI ACEH TENGGARA%

YAKIR

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal 2 Februari 2024

Pj. SEKRETARILS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

m

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 10D
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